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TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN 




Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimanakah 
pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ruko di beteng trade center surakarta dan 
untuk mengetahui bagaimana peraturan dalam melakukan perjanjian sewa 
menyewa ruko serta bagaimana hak dan kewajiban para pihak yaitu pihak 
penyewa dan pihak yang menyewakan ruko serta mengetahui bagaimana 
tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dalam sewa 
menyewa ruko. Metode  Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini 
menggunakan pendekatan normatif karena yang diteliti adalah kaidah-kaidah 
hukum, aspek-aspek hukum , serta asas-asas hukum tentang tanggung jawab 
hukum terhadap pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ruko dan bersifat 
deskriptif karena menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 
tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ruko. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam proses perjanjian sewa menyewa ruko 
harus memenuhi syarat administratif serta syarat hukum. Setelah syarat tersebut 
terpenuhi, kemudian para pihak yang sepakat melakukan perjanjian dengan 
menandatangani akta perjanjian, dan pada waktu itu terciptalah hubungan hukum 
yang melahirkan hak dan kewajiban. Kewajiban pihak penyewa merupakan hak 
pihak yang menyewakan begitu juga sebaliknya kewajiban pihak yang 
menyewakan merupakan hak pihak  penyewa ruko. Maka dengan demikian, para 
pihak harus patuh terhadap peraturan yang berlaku serta hak dan kewajiban yang 
sudah disepakati, karena apabila melanggar harus bertanggung jawab atas 
kesalahanya.Tanggung jawab hukum berdasarkan wanpretasi muncul apabila 
tidak memenuhi kewajiban karena kelalaian maka harus membayar ganti kerugian 
Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Kemudian kesalahan yang dilakukan apabila perbuatan tersebt tidak mengandung 
itikad baik atau perbuatan melanggar peraturan yang berlaku maka harus 
menggati kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 
1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Kata Kunci: ruko, sewa menyewa, tanggung jawab hukum 
Abstract 
The purpose of this study was to find out about how the leasing agreement to rent 
a shop in the Surakarta trade center and to find out how the rules for leasing a 
shop rent and how the rights and obligations of the parties are the tenant and the 
party who rents the shop law if one of the parties makes a mistake in renting a 
shop. The approach method used in this paper uses a normative approach because 
the research is legal rules, legal aspects, as well as legal principles regarding legal 
responsibility for the implementation of shop rental agreements and are 
descriptive because they are described in a systematic, factual and accurate 
manner. regarding legal liability for the implementation of the rental agreement to 
rent a shop. The results of the study show that in the process of leasing 
agreements the shop houses must fulfill administrative requirements and legal 
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requirements. After these conditions are met, then the parties that agree to enter 
into an agreement by signing the deed of agreement, and at that time created a 
legal relationship that gave birth to rights and obligations. The obligation of the 
lessee is the right of the party who rents it, and vice versa, the obligation of the 
renting party is the right of the tenant to the shop. So thus, the parties must obey 
the applicable regulations and the rights and obligations that have been agreed 
upon, because if they violate they must be responsible for their mistakes. Legal 
responsibility based on interpretation arises if it fails to fulfill obligations due to 
negligence. 1243 Civil Code. Then the mistake made if the act does not contain 
good intentions or acts that violate the applicable regulations, then must 
compensate for losses due to acts against the law stipulated in Article 1365 of the 
Civil Code. 
Keywords: shophouse, rent hired, legal responsibility 
1. PENDAHULUAN 
Rumah toko (ruko) adalah salah satu jenis bangunan yang mempunyai dua fungsi, 
yaitu sebagai tempat hunian dan sebagai tempat usaha. Ruko kebanyakan 
dibangun bersama ruko-ruko lainya dan mempunyai bentuk atau desain yang 
sama. Sejumlah tertentu dari pemilik ruko tersebut memanfaatkan ruko yang 
dimilikinya untuk kegiatan usaha miliknya sendiri. Namun, banyak pula pemilik 
ruko yang menjadikan ruko sebagai investasi, bukan sebagai tempat usaha pribadi. 
Untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang lebih besar pemilik ruko pada 
umumnya menawarkan kepada pihak lain untuk menggunakan ruko yang 
dimilikinya dalam bentuk sewa.   
Kondisi tersebut banyak dimanfaatkan oleh para pelaku usaha bermodal 
lebih kecil, tidak memiliki cukup modal untuk membeli ruko, untuk menggunakan 
ruko sebagai tempat usaha mereka dengan cara membayar biaya sewa kepada 
pemilik ruko.  Dengan demikian, timbul kegiatan sewa – menyewa diantara kedua 
pihak, yaitu pihak penyewa rumah toko (ruko) dan pihak yang menyewakan 
rumah toko (ruko).  
Sewa-menyewa diatur di dalam Buku III KUH Perdata bab VII yang 
berjudul “Tentang Sewa-Menyewa” yang meliputi Pasal 1548 sampai dengan 
Pasal 1600 KUH Perdata. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana 
pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pihak yang 
lainya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan 
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pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi 
pembayaranya (Soekanto dan Mamudji, 1986).  
Melalui perjanjian sewa menyewa tersebut, maka lahirlah suatu hubungan 
hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh pihak-
pihak yang membuat perjanjian tersebut yaitu Direktur utama Beteng Trade 
Center sebagai pihak yang menyewakan ruko dan pedagang di Beteng Trade 
Center sebagai pihak penyewa ruko, tetapi masih banyak sekali para pihak sewa 
menyewa yang ternyata masih belum menyadari dan mengerti akan hak dan 
kewajiban sehingga kewajiban yang telah diperjanjikan tidak di penuhi, pihak 
tersebut harus bertanggung jawab atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan 
hukum atas kesalahan yang telah dilakukanya. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah (1) Bagaimana proses 
pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa antara pihak penyewa dengan pihak yang 
menyewakan Rumah Toko (Ruko) di Beteng Trade Center ? (2) Bagaimana 
peraturan serta hak dan kewajiban kedua belah pihak antara pihak penyewa dan 
pihak yang menyewakan dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa Rumah 
Toko (Ruko) di Beteng Trade Center ? (3) Bagaimana tanggung jawab hukum 
apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dan atau 
perbuatan melawan hukum ? 
Demikian pula dengan penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 
(1) Untuk mengetahui dan menjelaskan proses pelaksanaan perjanjian sewa-
menyewa antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan Rumah Toko 
(Ruko) di Beteng Trade Center. (2) Untuk mengetahui dan menjelaskan peraturan, 
serta hak dan kewajiban kedua belah pihak antara pihak penyewa dan pihak yang 
menyewakan dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa Rumah Toko (Ruko) di 
Beteng Trade Center.(3) Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab 
hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dan 
atau perbuatan melawan hukum. 
Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
manfaat. (1) Manfaat terhadap peneliti hasil penelitian ini, diharapkan mampu
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menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan serta pengetahuan mengenai 
hukum perjanjian khususnya hukum sewa menyewa. (2) Manfaat terhadap 
masyarakat dengan penelitian ini, di harapkan mampu memberikan informasi 
secara tertulis untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi masyarakat 
yang sedang atau akan menyewa ruko di Beteng Trade Center sehingga ia dapat 
mengetahui proses hukum dan tanggung jawabnya dalam melakukan sewa 
menyewa ruko di Beteng Trade Center. (3) Manfaat terhadap Ilmu Pengetahuan 
dengan penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 
pengetahuan khususnya pada ilmu hukum perdata yang membahas tentang 
tanggung jawab pelaksanaan perjajian sewa menyewa ruko dan untuk 
memberikan tambahan referensi bagi penulisan hukum selanjutnya guna 
perkembangan ilmu hukum. 
2. METODE 
Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan normatif 
karena yang diteliti adalah aspek-kaidah-kaidah hukum, aspek-aspek hukum , 
serta asas-asas hukum tentang tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan 
perjanjian sewa menyewa ruko di Beteng Trade Center. Kemudian jenis penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian deskriptif karena 
penulis akan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 
tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ruko di 
Beteng Trade Center.Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 
(1) Penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu berupa 
Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang Nomor 28 
tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan bahan hukum sekunder meliputi  
bahan-bahan dokumen, laporan, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-
undangan yang berkaitan, dan buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti. (2) Penelitian lapangan terdiri dari lokasi penelitian dalam 
penelitian ini dilakukan di ruko Beteng Trade Center Surakarta dan subyek 
penelitian merupakan hasil wawancara langsung dengan pihak yang terkait, yaitu 
pihak yang menyewakan ruko dan pihak penyewa ruko di Beteng Trade Center 
Surakarta. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa studi 
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kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara. Metode analisis data 
dilakukan menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Proses pelaksanaan perjanjian sewa menyewa antara pihak penyewa 
dengan pihak yang menyewakan rumah toko (ruko). 
Dalam perjanjian sewa menyewa ruko di beteng trade center berbentuk perjanjian 
baku yang ketentuan isi  dan persyaratanya ditetapkan oleh pihak yang 
menyewakan ruko sedangkan pihak penyewa mempunyai dua pilihan yaitu dapat 
menyutujui perjanjian atau menolak perjanjian ruko tersebut. 
Sebelum terjadinya kesepakatan maka para pihak harus memenuhi syarat 
hukum dan juga syarat administrasi. Adapun syarat hukum yang mengikat para 
pihak terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 
terdiri dari 4 syarat yaitu (1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri. (2) 
Kecakapan untuk membuat sutu perjanjian. (3) Suatu Hal tertentu. (4) Suatu sebab 
yang halal. Kemudian syarat administrasi yaitu (1) Pihak penyewa harus 
menyerahkan kepada pihak yang menyewakan fotokopi KTP (Kartu Tanda 
Penduduk) sebagai kartu identitas. (2) Pihak penyewa  menyerahkan kepada pihak 
yang menyewakan uang sebesar Rp 185.000.000,00 (Seratus Delapan puluh Lima 
Juta Rupiah) untuk membayar sewa tersebut. (3) Pihak yang menyewakan harus 
mempunyai fotokopi sertifikat hak milik ruko. (4) Pihak yang menyewakan harus 
mempunyai surat ijin mendirikan bangunan (IMB). (5) Para pihak harus 
menandatangani surat perjanjian sewa menyewa ruko di tempat dan pada hari 
yang sama dan waktu yang sama. 
Proses saat berlangsungnya perjanjian sewa menyewa ruko. Adapun 
mengenai proses saat berlangsungnya perjanjian ialah diawali oleh pihak yang 
menyewakan  sudah membuat akta perjanjian sewa yang telah dibakukan dan 
sudah berisikan ketentuan ketentuan sewa ruko beteng trade center, sedangkan 
pihak penyewa dapat mempelajari ketentuan ketentuan sewa ruko tersebut. 
Apabila pihak penyewa sepakat atau setuju dengan ketentuan ketentuan tersebut 




Adapun setelah terjadi kesepakatan oleh para pihak dengan 
menandatangani akta perjanjian maka secara otomatis terciptalah hubungan 
hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara pihak yang menyewakan dan 
pihak penyewa ruko. Pihak yang menyewakan nantinya berkewajiban untuk 
menyerahkan ruko dalam kondisi baik dan siap pakai dan berhak untuk 
mendapatkan pembayaran sewa. Sedangkan pihak penyewa berkewajiban untuk 
membayar sewa dan berhak untuk mendapatkan ruko dalam kondisi baik dan siap 
pakai. 
3.2 Peraturan yang berlaku serta hak dan kewajiban kedua belah pihak 
dalam sewa menyewa rumah toko (ruko) beteng trade center. 
Peraturan yang berlaku serta hak dan kewajiban dalam sewa menyewa ruko 
beteng trade center yaitu  yang mengikat para pihak terdapat dalam pasal 1320 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari 4 syarat sahnya perjanjian 
yaitu (1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri. (2) Kecakapan untuk membuat 
sutu perjanjian. (3) Suatu Hal tertentu. (4) Suatu sebab yang halal.  
Kemudian hak dan kewajiban para pihak meliputi: hak yang menyewakan 
(a) Mendapatkan uang sewa sebesar Rp 185.000.000 (seratus delapan puluh juta 
rupiah) dari Pihak ke II. (b) Menerima biaya pemeliharaan ruko dari pihak ke II. 
(c) Berhak untuk menyita dan menyegel ruko apabila pihak ke II tidak membayar 
biaya pemeliharaan,tidak membayar PBB (pajak bumi dan bangunan) setiap 
tahunnya,dan tidak membayar biaya biaya lain yang dipungut oleh pihak yang 
berwajib sehubungan dengan usaha pihak penyewa (d) Mempunyai hak 
sepenuhnya untuk mengeluarkan barang-barang milik pihak penyewa apabila 
dalam jangka waktu sewa telah selesai tetapi pihak penyewa tidak segera 
mengkosongkan ruko. Sedangkan kewajiban pihak yang menyewakan diatur pada 
pasal 1550 KUHPerdata dan Pasal 1551 KUHPerdata antara lain (a) Mempunyai 
kewajiban untuk menyerahkan ruko kepada si penyewa. (b) Berkewajiban untuk 
membayar premi asuransi ruko yang diambil dari biaya pemeliharaan yang 
dibayar oleh pihak penyewa. (c) Berkewajiba membangun kembali ruko seperti 
semula dari uang hasil asuransi apabila terjadi kerusakan akibat kebakaran atau 
huru hara. (d) Wajib menyediakan petugas keamanan ruko selama 24 jam. 
(e)Wajib memelihara lingkungan meliputi: taman, kebersihan, penerangan 
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lingkungan, perawatan sarana dan prasarana di lingkungan beteng trade center. 
Hak pihak penyewa antara lain (a) Mendapatkan hak menerima dan menempati 
ruko beteng trade center dalam keadaan baik dalam jangka waktu yang sudah 
disepakati kedua belah pihak.(b) Mendapatkan asuransi ruko apabila terjadi 
kerusakan akibat kebakaran atau huru hara .(c) Mempunyai hak untuk 
mendapatkan keamanaan selama 24 jam. (d) Mendapatkan hak untuk memasang 
papan nama/ reklame, di dalam pemasangan papan  nama atau reklame tidak 
diperkenankan melintang , tetapi harus sejajar dengan papan, mengenai kata-kata 
atau tulisanya juga tidak boleh melanggar norma-norma kesusilaan,keindahan, 
dan lain-lain. Sedangkan kewajiban pihak penyewa diatur pada pasal 1560 
KUHperdata antara lain (a) Membayar harga sewa sebesar (b) membayar biaya 
pemeliharaan guna memelihara bangunan beteng trade center (c) Wajib membayar 
PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) setiap tahunya (d) Wajib merawat ruko yang 
disewa dari kerusakan yang timbul akibat pemakaian sehari-hari. apabila terjadi 
kerusakan maka wajib untuk bertangung jawab memperbaiki atas kerusakan 
tersebut. (d) mempunyai kewajiban untuk menyerahkan kembali ruko yang 
disewa kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan utuh, terpelihara dan 
terawatt baik serta dalam keadaan kosong dari isi atau barang-barang seperti 
keadaan semula dan serta kunci-kuncinya ketika perjanjian sewa ruko telah habis 
waktunya dan tidak ada perpanjangan sewa. 
3.3 Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan. 
Tanggung jawab hukum muncul dalam suatu perjanjian sewa menyewa ruko 
apabila salah satu pihak melakukan kesalahan, kesalahan tersebut bisa berupa 
wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi diatur dalam pasal 1243 
KUHperdata berbunyi” Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak 
dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, 
setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika 
sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat 
dalam tenggang waktu yang telah dilampaukanya” 
Sedangkan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: “Tiap perbuatan yang 
melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang 
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yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan 
kerugian tersebut.”  
Maka pihak yang melakukan kesalahan dapat dimintai pertanggung 
jawaban untuk mengganti kerugian atas kesalahan yang sudah dilakukanya. 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  
Pertama, sebelum terjadi kesepakatan pihak penyewa dan pihak yang 
menyewakan harus memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum. Adapun 
syarat administrasi yaitu (1) fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) penyewa. (2) 
penyewa harus menyerahkan uang sebesar Rp 185.000.000,00 (Seratus Delapan 
puluh Lima Juta Rupiah) untuk membayar sewa tersebut. (3) pihak yang 
menyewakan harus mempunyai fotokopi sertifikat hak milik ruko. (4) pihak yang 
menyewakan harus mempunyai surat ijin mendirikan bangunan (IMB). (5) 
menandatangani surat perjanjian sewa menyewa ruko di tempat dan pada hari 
yang sama dan waktu yang sama. Sedangkan syarat hukum yang harus dipenuhi 
oleh para pihak terdapat pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
antara lain (1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri (2) kecakapan untuk 
membuat suatu perjanjian (3) suatu hal tertentu (4) suatu sebab yang halal. 
Proses saat berlangsungnya perjanjian sewa menyewa ruko diawali oleh 
pihak yang menyewakan  sudah membuat akta perjanjian sewa yang telah 
dibakukan dan sudah berisikan ketentuan ketentuan sewa ruko beteng trade center, 
sedangkan pihak penyewa dapat mempelajari ketentuan ketentuan sewa ruko 
tersebut. Apabila pihak penyewa sudah mempelajari ketentuan ketentuan sewa 
dan sepakat atau setuju dengan ketentuan ketentuan tersebut maka selanjutnya 
menandatangani akta perjanjian tersebut bersama dengan pihak yang meyewakan. 
Setelah terjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak maka terciptalah 
hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara pihak yang 
menyewakan dan pihak penyewa ruko. Pihak yang menyewakan nantinya 
berkewajiban untuk menyerahkan ruko dalam kondisi baik dan siap pakai dan 
berhak untuk mendapatkan pembayaran sewa. Sedangkan pihak penyewa 
berkewajiban untuk membayar sewa dan berhak untuk mendapatkan ruko dalam 
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kondisi baik dan siap pakai. Kemudian terdapat hak dan kewajiban lain yang 
harus dipenuhi oleh para pihak yang sesuai dalam isi akta perjanjian sewa 
menyewa ruko beteng trade center 
Kedua, Peraturan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ruko harus 
memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur pada pasal 1320 KUH Perdata. 
Selanjutnya terciptalah  hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban 
dimana kewajiban pihak penyewa merupakan hak pihak yang menyewakan begitu 
juga sebaliknya kewajiban pihak yang menyewakan merupakan hak pihak  
penyewa ruko beteng trade center maka apabila kewajiban para pihak tidak 
dipenuhi maka harus bertanggung jawab atas kesalahanya. Pertanggung jawaban 
tersebut dapat berupa tanggung jawab atas wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau berdasarkan Perbuatan melawan 
hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Ketiga, tanggung jawab hukum dalam perjanjian sewa menyewa ruko 
beteng trade center timbul karena adanya suatu kesalahan, dan kesalahan tersebut 
dapat didasarkan atas wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata atau 
berdasarkan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 
KUHPerdata. Dengan demikian, pihak yang telah melakukan kesalahan dapat 
dimintai pertanggung jawaban untuk mengganti kerugian. 
4.2 Saran 
4.2.1 Bagi pihak yang menyewakan ruko  
Dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa ruko beteng trade center 
pihak yang menyewakan harus mematuhi peraturan dan memenuhi 
kewajiban yang sudah disepakati agar pelaksanaan perjanjian sewa 
menyewa ruko beteng trade center berjalan dengan lancar dan tidak 
mengalami kerugian.
 
4.2.2 Bagi pihak penyewa ruko  
Sebelum menyepakati perjanjian sewa menyewa ruko beteng trade center 
yang sudah dibuat oleh pihak yang menyewakan, pihak penyewa harus 
benar benar mempelajari dengan baik perjanjian sewa menyewa ruko 
beteng trade center tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian 
hari. dan harus mematuhi peraturan dan memenuhi kewajiban yang sudah 
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di sepakati agar pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ruko beteng trade 
center berjalan dengan lancar dan tidak mengalami kerugian. 
4.2.3 Bagi masyarakat umum 
Di harapkan untuk masyarakat umum yang hendak melakukan sewa 
menyewa ruko harus mengetahui bagaimana proses perjanjian sewa 
menyewa ruko yang sah menurut hukum dan tanggung jawab nya terlebih 
dahulu karena untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi di 
kemudian hari setelah melakukan sewa menyewa ruko. 
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